BAB V1
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor pada SAMSAT Kota Kupang belum sepenuhnya berjalan sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

. Hal ini dapat dilihat dari waktu pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan

standar waktu yang telah ditetapkan sehingga tujuan dari dari Kantor

Samsat Kota Kupang belum sepenuhnya tercapai.

. Adapun kendala yang biasa terjadi dilapangan disebabkan oleh wajib pajak

yang kurang mengetahui apa saja syarat yang diperlukan dalam proses
membayar pajak kendaraan bermotor baik STNK pengesahan maupun
STNK perpanjangan dan juga adanya kesalahan teknis pada kantor
Samsat Kota Kupang yang menyebabkan waktu yang ditentukan untuk
proses pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak sesuai dengan waktu

berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan oleh peneliti

adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Samsat agar bisa menambah jumlah petugas dan fasilitas

pemungutan  pajak seperti genset/mesin diesel sehingga bisa lebih
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memudahkan petugas Samsat dalam menjalankan tugasnya apabila
sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik secara otomatis agar ketika
proses pengurusanya kembali tidak terkendala, dan bisa mengatasi
hambatan-hambatan yang biasa terjadi pada saat menginput data.

. Bagi pihak Samsat harus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang
akan membayar pajak kendaraan bermotor agar memperhatikan setiap
berkas ataupun persyaratan yang dibutuhkan dalam membayar pajak
terutama bagi pemohon yang berkasnya kurang lengkap sehingga tidak
menghambat ataupun menjadi kendala dalam proses membayar pajak
kendaraan bermotor.

. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi bahan refrensi untuk penelitian
selanjutnya dan memperluas ruang lingkup dari penelitian ini dengan

menambahkan beberapa variable yang berkaitan.
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